
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 

NOMOR 2..!5. TAHUN :i.,oot 

Menimbang 

Mt:ngingat 

TENTANG 

RETRIBUSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATA.N 
DAN KESEHAT AN KERTA 

DENG AN RAI IMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATIKARANGANYAR, 

: a. hahwa tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas kesdamatan 
dan -kesehatan dalam melakukan pekerjaan agar dapat meningkatkan 
produktivit1s <lan kesejahteraan tenaga kerja, maka perlu adanya 
Pengawasan Nonna Keselamatan dan Kesehatan Kerja; 

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu cl:.atur d:in ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

: l. Uniliing-uncLng Uap Tahun 1930 (St.:ialblad Tahun 1930 Nomur 225); 

2. Undang-unclang Nomor 13 Talmn 1950 tentang Pembentukan Daerah­
daerah Kab1Jpaten Dalam Lingkungan Propinsi fawa Tengah; 

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan 
Potok Ketenagake1jaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2912); 

4. Undang-·undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Inlionesia Nomor 2918); 

5. Undang-undang Nomor 18 · Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta.hun 1997 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik . Indonesia Nomor 3685), 
sebagaimana telal1 diubah dengan Undang-undang Nomor 34 
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4048); 

6. Un<lang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); 

7. Pernturan Pemerintal1 Nomor 66 Tahun 2001tentang Rctribusi Daerah 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tal1w1 2001 Nomor · 119, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

8. Kr.putusan Presiden Nomor 44 Tal1un 1999 tentang Teknik 
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan 
Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan 
Kcputusan Presidt;:n; 



\ 
\ 

9. Keputus:m Menteri Dalam Ncge:ri Nomor 174 Tahun 1997 tentang 
Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 

10. Kcputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang 
Pcdoman Tata Cara Pemeriksaan di Biclang Retribusi Daerah; 

11. Peraturan Dacrah Kabupalcn Dacrah Tingkat II Karanganyar 
Nomor 7 Tahun 1990 tentang Penyidik Pcgawai Ncgeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar 
(Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 49). 

Dcngan pcrnctuju,m 

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENKARANGANYAR 

Menetapkan 

:MEMUTIJSKAN: 

: PERATIJRAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 
TENrANG RETRIBUSI PENG A WASAN NOR.MA KESELAMAT AN 
DAN KESEHATAN KERJA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dawn Peraturan Daernh ini yang dimaksud dengan : 

a. Dacrah adalah Kabupatcn K:;ranganyar; 
b. Bupati adalah Bupati Kara.ng.myar; 
c. 'Pcmc,intah Dacrah aclalah Dupati bcscrta pcrangkat Dacrah Otonorn 

yang lain sebagai Ba<lan Eksekutif Daerah; . 
d. Retribusi Pengawasan Nonna Keselamatan dan Ke!!ehatan Kerja yang 

sel2.njutnya disebut Retribusi adalah pungutan scbagai jasa pelayanan 
.itas Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; 

e. Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah segala daya upaya atau 
pemikiran yang ditujukan untuk mc1'jamin k~utuhan dan kesempwnaan 
baik jasmanial1 maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan 
manusia pad.a umumnya, hasil karya clan budaya untuk meningkatkan 
kes~jahteraan tenaga kerja mcnuju masyarakat adil dan makmur; 

f. No1ma Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah aturan -aturan yang 
berkaitan dengan Keselamatan dan Kes~hatan Kcrja yang ditujukan 
untuk melindungi tenaga ke1ja dari rcsiko kecelakaan dan penyakit 
akibat kerja; 

g. Pengawasan ada11h kegiatan pemeriksaan clan atau pengujian secara 
langaung yang clibkukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan 
tcrhadap syarat-syarat Kesclamatan dan K~schatan Kc1ja sesuai dcngan 
Pernturan perundang-undangan yang berlaku; 

h. Pemeriksaan adalah kegiatan yang dilakukan olea Pegawai Pengawas 
Ketenagakerjaan atau ahli Keselamatan d.m Kcsehatan Ke1ja 
dipciusahaan untuk melihat dan mendengor guna mempcrolch data 
tentang keadaan tempat kerja, tenaga kerja, kondisi kerja clan 
lingkungan kerja; . 



1. Badan adalah bentu'k badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan 
Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan nama clan 
bentuk apapun, Perscku.tuan, Perkumpulan, Finna, Kongsi, Koperasi, Y ayasan atau 
ol'ganisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pen.siun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan 
usaha lainnya; l j . Pegawai Pengawas Ketenagakcrjaan adalah Pegawai Tehnis berkeahlian khusus dari 

, Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja d.m Transmigrasi Kabupat1.,-n Karanganyar; 
\ k. Tempat Kerja adalah setiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuk.a, bergerak atau 

tt:tap diman~ tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan 
suatu usaha clan dimana tcrdapat sumber atau sumber-sumber bahaya; 

I 1. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat 
Kcputusan yang menentukan besarnya jumlah Rctribusi yang terutang; 

m. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adabh Surat untuk 
melakukan tagihan Retribusi clan atau sangsi administrasi berupa l>unga clan denda; 

I · . 
n. Klls Daerah aclalah Kas Pt'.merintah Kabupaten Karanganyar; 
o. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 

BAB II 

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 

Pasal 2 

;i) Setiap Orang atau Badan yang mempckcrjakan tcnaga kc1ja wajib mcla.ksanak.m Norma 
Kesefamatan dan Kesch~tan Ke1ja ditempat kerjanya. 

1) Pemerintah Daerah m~lakukan pengawasan terhadap Norma Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja. 

J) Tatacara Pengawasan sebagaimana ayat (2) Pasal ini diatur oleh Bupati. 

BAB ill 

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI 

Pasal 3 

engan nama Retribusi Pengawasan N01ma Keselamatan clan Kcsehatan Kcrja dipungut 
etribusi atas pelayanan pengawasan Keselamatan dan Kesehatm Kerja. 

Pasa.l 4 

\yek Retribusi adalah pengawasan bahan, alat, tempat kerja yang diperiksa terhadap 
laksanaan Nomia Kese12matan dan Kesehatan Kerja. 

Pasal 5 

Subyek Retribusi adaJah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa Pengawm1an 
Norma KeseJamatan d3n Kesehatan Y..trja. · 

. Wajib Ret:dbusi adalah orang pribarli atau Badan yang bertanggung jawab atas 
p.embayaranjasa Pengawasan atas Kesela:matan clan Kesehatan Kerja ditempat kerja. 



BAB IV 

GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal 6 

Rctribusi sebagaimana dimaksud Pasal 3 Pcraturan Daerah ini tennasuk Retribusi Jasa 
Umum. 

BAB V 

CARA :tvfENGUKUR TINGKA T PENGGUNAAN JASA 

Pasal 7 

Tingkat pengsllll.aan jasa Retribusi diukur berdasarkan luas pemanasan, kapasitas per jam 
atHu per ton, volume, per unit, setiap jaringan pipa, kapasitas pengisian, daya, panjang, luas 
bidang, tiap pipa pembagi, tiap zone/titik, per kilogr,un <l,m per buah. 

BAB VI 

PRINSIP PENETAP AN DAN STRUKTUR BESARNY AT ARIF RETRIBUSI 

Pasal 8 

(1) Prinsip penetapan tarif Retribusi didasarkan pada kebijakan Daerah dengan 
mempertimbangkan biaya pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan, kemampuan 
masyarakat dan aspek keudilan. 

(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 11l1 adalah biaya 
pengawasan/pemeriksaan. 

Pasal 9 

Struktur dan besamya tarifRetibusi ditetapkan sebagai berikut : 

NO. STRlJKTUR T ARIF 

Pemeriksaan Pertama Pemeriksaan Berkala 

' (Rp) (75 o/oxP. Pertama) 
(Rp) 

1 2 ,. 3 4 

I 1. Ketel uap, air Panas, minyak untuk 
s~tiap ketel dengan luas pemanasan 
a. s/d 50 m2 105.000,00 78.750,00 
b. 51 s/d 100 m2 157.500,00 118.125,00 
C. 101 s/d 500 m2 262.500,00 196.875,00 
cl. 501 s/d 1.000 m2 420.000,00 315.000,00 
C. > I.COO m2 525.000,00 393.750,00 

2. Ketel l.i.8trik dengan kapsitas 
a. s/d 2,5 ton uap/jam 105.000,00 78.750,00 

b. >2,5 s/d ton cap/jam 157.500,00 118.125,00 

C. >5 - 25 ton uap/jam 262.500,00 196.875,00 

d. >25 ton uap.'jam 420.000100 - - 315.000,00 

........ r ,, 



3. Bcjma uap / pemanas air atau 
Ek"1l0Dlim yang bcrdiri 
&endki/pcnguap 

I Dcngan luu pnnanasan 

I a. . lld20m2 
I b. 211/d 50rn2 63.000,00 47.250,00 
I c. 51 s/d 100 m2 105.000,00 78.7::m,oo 

d. 101 s/d SOO m2 157.500,00 118.125,00 
o. > 500m2 262.500,00 196.g15,oo 

420.000,00 315.000,00 
atau dengan voluntc : 
a. sAt 500 liter 42.0JO,OO 31.500,00 
b. 5011/d 1000 liter 52.500,00 39.375,00 
c. 1001 s/d 5000 liter 84.000~0'J 63.000,00 
d. 5001 s/d H,.ooci liter 126.000,00 94.500,00 
c. 10.001 s/d ,o.000 liter 168.000,00 126.000,00 
f. > S0.000 llicr 210.000,00 157.000,00 

4. Pqcrlng uap (svperheadter) 
yang bcrdirl sendirl 
Dengan luas pmi;masan : 

a. s/d 50m2 105.000,00 78.750,00 
b. 51 s/d 100m2 157.SOO,OO 118.125,00 
c. 101 s/d SOO m2 262.500,00 .196.875,00 
d. >500m2 420.000,00 315.000,00 

s. a. . Botol Baja dengan unit : 
1) 1 ild 10 buah 21.000,00 15.750,00 
2) H std 100 buah 84.000,00 63.000,00 
3} 101 s/d .500 buah 157.500~00 118.125,00 

. 4) 501 s/d 1000 buah .210.100,00 157.500,00 
S) > lOOOhut.h 315.000,00 236.250,00 

b. . Bcjana Tr21)81)0rt / Unit 52.500,00 39.375,00 
c. •.. i3~ana Statlioner / Unit 52.500,00 39.375,00 

.' d. , J>~~ Penaingin / Unit 52.500,00 39.375,00 

6. ', ln&ttlui Pemipaan 

,, a. 1l~m~•~ 52.500,00 39.375,00 
~~ •. ..)arµig;mppa m 52.500,00 39.375,00 

! ~ ' :Jilrlngan pipa minyak 52.500,00 39.375,00 / . 
I '/a. 1 ,Z~gah pipa gas · 52.500,00 39.375,00 I 

, 
I ! j 

7. / 
.

1

D>~~\a,tau Janur 
~Kapa. . . !itas 
' · i4/rJ' 2~· ton 63.000,00 47.250,00 

, · . .!/. > 2~ ~ lGO ton lOS.000;00 78.750,00 I 

I 

/ (: cf!\ > !09 If'. d 200 ton 168.000,00 126.000,00 
~dr >2~tpn 210.000,00 157.500,00 

/ 
I , , 
, 
' 

, 
<i' 
I 



8. Pesawat Pcmhangkit Gas Karbit 
dengan kapasitaa pengisian : 
a. - s/dJOkg . 
b . . > 10 s/d.50 kB . 
c •. > 50s/d.100 "& . 
d. ·. > lQ<U,g -

9.,, Peu'\Vll,'. Pcmb:mgkit , Tenaga 
Lis1rlk;(Oenentor) dcngan daya : 
a., s/d.100 n , 
b; , > 1()0 s/d 500 Tk 

1
• ; . c.- > 500 s/d 1.,000 Tk 

d,· > 1.000 s/d 10.000 Tk 
c, >-10,000Tk _ 

10. Lokomouf ymig digcrakan oleh 
mesin ' uap \ ata'U motor diesel, 

. , ~g,~ aatum urJt 

Com eyor, _dengan kapasitas : 
~ . wd 25 Kg/jam · 
b., >. 2.S aid -50 Kg/jam 
,c. ,· > -SO Kg/jam . 

J • / 

12 . . · Eallaiator,pcr,anit1 

13. a. l\.{~in pcrkakas/mC1si11 
produkai . yang. digcrakan 
n K>toc listrik/motor 
hcnsin/motor. dicsel/m"tor 
gas wituk setiap . Tk. . Dengan 
day~,:: ' 
l) s/d6 .Tk 

, 2)1 ~ 6 .s/4;20 ,Tk, 
3) >2011/d.SO.Tk 

., _4), > SO s/dlOOlk 
, . 5)., > l_OflTk , 

: b.. ~~in ~kalw/meain 
, . p~i d~ hidraulik 

, · . (pn~c).dcngan,lcapsitas 
. ," 1)

1 
s/d,S~. ·. 

. 2). > S aid. '.!O WD 
. 3). > 20 s/d SO.ton 

4) > SO ton 

1 14. Jalan/jaringan rel i,ndustri dengan 
panj~g: . 

21.000,00 
31.500,00 
52.500,00 

105.000~00 

63.000,00 
105.0QO,OO 
157.500,00 
262.500,00 
420.000,00 

63.000,00 

42.000,00 . 
63.000,00 . 
84.000,00 

42.000,00 

21.000,00 
42.000,00 . 
63.000,00 

105.000,00 
147.000,00 

21.000,00 
42.000,00 
63.000,00 

105.000,00 

15.750,00 
23.250,00 
39.375,00 
78.750,00 

47.250,00 
78.750,00 

118.125,00 
196.875,00 
315.000,00 

47.250,00 

31.500,00 
47.250,00 
63.000,00 

31.500,00 

15.750,00 
31.500,00 

· 47.250,00 
98.750,00 

110.250,00 

15.750,00 
31.500,00 
47.250,00 
78.750,00 

a. 'std 2 Km 42.000,00 31.500,00 
b. > 2 Km s/d 5 Km 63.000,00 47.250,00 

Lt_:_'_Km_. · ____ __::_ __ -1.. ___ ._._s4_.ooo __ ,oo--1.. ____ 6_3._ooo_,oo ___ 



15. Pcsawat angkat/crnne dengan k.apasilas : 
a. s/<l 5 ton 42.000,00 31.500,00 
b. > 5 s/d 10 ton 52.500,00 39.375,00 
c. > 10 s/d 30 ton 63.000,00 47.250,00 
d. > 30 s/d 50 ton 84.000,00 63.000,00 
"' > 50 s/d 100 t0n 105.000,00 78.750,00 v, 

f. > 100 s/d 500 ton 168.000,00 126.000,00 
g. > 500 ton 210.000,00 157.500,00 

16. Gondola 42.000,00 31.500,00 

17. Fork Lift dengan kapasitae: •. 

a. s/d 5 ton 42.000,00 31.500,00 
h. > 5 s/d 20 ton 52.500,00 39.375,00 
C. > 20 s/d 30 ton 63.000,00 47.250,00 
d. > 30 s/d 50 ton 84.000,00 63.000,00 
e. > 50 ton 105.000,00 78 .750,00 

18. Per,mcah dengan luan bidang : 
a. s/d 5.000 m2 52.500,00 39.375,00 

I 
b. > :5.000 s/d 10.000 m2 63.COO,OO 47.250,00 
C. > 10.000 m2 105.000,00 78.750,0C 

19 Instalasi listrik dengan claya: 
a. s/d 100 Kva 105.000,00 78.750,00 
b. 101 s/d 500 Kva 210.000,00 157.500,00 
c. 501 s/d 1.000 Kva 315.000,00 236.250,00 
d. 1.001 s/d 10.000 Kva 420.000,00 315.000,00 
e. > 10.000 Kva 525.000,00 393.000,00 

20. Instalasi alann kebakaran otomatic tiap 105.000,00 78.750,00 
I zone atau tiap 20 titik 

21. Instalasi sprinkler tiap pipa pemuagi 6.300,00 4.725,00 

22. . Instalasi pemacwn otomatic integratete 52.500,00 39.375,00 
~')'stem tlap unit 

23. Instal.1si penyalur peur per unit . 42.000,00 30.500,00 
' 

24. Lift per unit 42.000,00 30.500,00 ,. 

25. Dahan kimia berbal1aya : 
a. s/d 500 kg 10.500,00 7.875,00 
b. 501 s/d 1.000 kg 21.000,00 15.750,00 
C. > 1.000 kg 42.000,00 30.500,00 

l · 



--

BAB VII 

WILAYAHPEMUNGUTAN 

Pasal 10 

Retri.busi yang terutang dipungut di wilayah Daerah. 

BAB VIlI 

MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG 

Pasal 11 

(1) Masa Retribusi adalahjangka yang lamanya 1 (satu) tahun. 

(2) Saat Retribusi terutang adalah pada scu:t ditetapkan SKRD atau Dokumen lain yang 
d.ipen1amakan. 

BAB IX 

TATA CARA PEMUNGUT AN RETRIBUSI 

Pasal 12 

( 1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. 

(1) Retribus\ dipungut dcngan meng,gunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 
(3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati. 

BAB X 

SANKSJ ADivllNISTRASI 

Pasal 13 .. 

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, 
dikenakan sangsi administrasi bcmpa bw1ga sebcsar 2% (dua persen) setiap bulan drui 
Rctribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih mcnggunakan STRD. 

BAB XI 

TATACARAPEMBAYARAN 

Pasal 14 

(1) Bupati menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi terutang 
paling lam.1 30 (tiga puluh) hari setelall saat terutang. 

(2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai 
waktu yang ditentukan <lengan menggunakar1 SKRD · clan atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 

(3) Dalam hal pembc1ya;an dilakukan ditempat Iain yang clitunjuk, mab h.!.sil pcnerimaan 
Retribusi harus disetorkan ke Kas Daerall selambat~lan1batnya 1 kali 24 jam atau dalam 
waktu yang ditentukan oleh Bupati. 

(4) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan 
sebagaimana climaksud ayat (1) Pasal ini, maka diY.enakan sanksi administrasi 
sebesar 2% ( dua persen) dengan menerbitkan STRD. 



Pasal 15 

( 1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai. 
(2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk clapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi unruk 

mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu deng,m alasan yang dapat 
dipertanggung jawabkan. 

(3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan 
oleh Bupati. 

Pasal 16 

( 1) Pembayaran Ret:ribusi sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini diberikan 
tanda bukti pembayru:an. 

(2) Bentulc, isi, ukuran tancia Bukti Pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Bupati. 

BAB XII 

TATA CARA PENAGIHAN 

Pasal 17 

(1) Surat Teguran atau peringatan sebagai awal tindakan pcnagihan dikeluarkan 7 (tuju.h) 
hari sejak jatuh tempo pembayaran. 

(2) Dalam jangka wa.!<tu 7 (tujuh) hari .setelah tanggal surat teguran atau peringatan Wajib 
Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang. 

(3). Surat Teguran atau pedngatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh 
Bupali. 

BAB XIlI 

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN 
PE:tvffiEBASAN RE1RIBUSI 

Pasal 18 

(1) Bupati dapat memberikan p~ngurangar, keringanan Jan pembebasan Retribusi. 

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan clan pembebasan Retribusi sebagaimana 
dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan cileh Bupati. 

· BAB XIV 

KETENTUAN f>IDANA 

Pasal 19 

(1) Wajih Rcllilrnsi yang tidak mclaksanakan kewajibannya sehingga nierugikan keuangan 
Da~rah diancam pidana ktmmgan paling lama 6 (cnam) bul~m atm dcn<la paling banyak 
4 ( empat) kali jumlah Retribusi yang terutang. 

(2) Tindak pidana sebagaimana dunakr.ud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran. 



BAB XV 

PENYIDIKAN 

Pasal 20 

(l) Pegawai Negeri Sipjl tertentu di JJngkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang 
sebagai Pcnyidik untulc melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah. 

(2) \Vewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah: 

a. Menerima, mencari mengumpulkan clan meneliti keterangan atau laporan berkenaan 
dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan 
tersebut menjadi lengkap dan jelas; 

b. MeneU.ti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan 
tentang kebenaran perbuatan yang dila.ku.l'.an sehubungan dengan tindak pidana 
Retribusi Daerah tersebut; 

c. Meminta keterangan clan bal1an bukti dari orang pr:ibadi atau badan schubungan 
dengari tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah; 

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan 
dengan tindak pidana di Bidang R~hibusi Daerah; 

e. Melakukan penggdedahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan 
dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bal1an bukti 
tersebut; 

f. Meminta bantuan tenaga al1li dalam rangka pelak.~anaan tugas penyidikan tindak 
· pidana di Bidang Retribusi Dacrah; 

g. Menyuruh bcrhcnli, melarang scscorang meninggalkan ruangan atau tempat pada 
saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau 
dokumen yang dibawa sebagaima11.a dimaksud pada huruf e ayat ini; 

h. M emotret seseorang yang berkaiian dengan tindak pidana Rctribusi Daeral1; 
i. Mema.-riggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka 

atau sa.1<si; 
j. Menghl..':ntikan pcnyidikan; 
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di 

Bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. 

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini member:itahukan dimulainya 
penyidikan tindak pidana dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut 
Umum stsuai dengan ketetapan yang diatur dalam Undang-undang Nonor 8 Tahun 
1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. 

BAB XVI 

KETENTUAN PENUTIJP 

P.:isal 21 

Hal-haJ yang helum diatur dalatn Pcraturan Daerah ini ak,m <liatur oleb Bupati sepanjang 
mengeaai pe!aksanaarmya. 



Pasal 22 

Peraturan daeral1 ini mulai berlaku pada tanggal ditmda.n~kan. 

Agc>.r sup.i.ya setiap orang dapat . mengetahuinya, memerinta.hkan penguuclanga.n 
Peraturan Daerah ini dcng;m penempatannya dalam Lemba.ran D,1erah Kabupatcn 
Karanganyar. 

Dilclapkan di Km·a.ng,myar 
pada l:mggal b f)e,<;:Q.cn 6 e.r ?-oo\ 

Diundangkan <li Karanganyar 
JJda tanggal b .s e-1Mf.oo- ::i..t>IJ I 

...---:::::? 
B:f-!vl M 

. .. ~AERAHKABUPATENKARANGANYAR 
' ~01 NOMOR 9-4 SEIU C:,. 18 



PENJELASAN 
PERATIJRAN DAERAH KABUP ATEN KARANGANY AR 

NOMOR Jc; T AHUN 2001 

TENTANG 

RETRIBUSX PENG A WAS AN NORMA KES:ELAMAT AN. 
DAN KESEHAT AN KERJA 

I. PENJELASAN UMDM. 

1 

Dalara rangka melindungi tenaga kerja dan orang lai..'1. yang berada ditempat 
kerja, serta memberikan jaminan rasa aman , seiamat dan sehat maka Pemerintah 
Daerah mclakukan pengawasan terhadap obyek-obyek yang mempengaruhi keselamatan 
dan kesehaun kerja clite.npat kerja sehingga dimungkinkan memperoleh derajat 
kesehatan dan produktivitas yang setinggi-tingginya. 

Bahwa Retribusi Pengawasan Keselamatan cl.an Kesehatan Kerja sepenuhnya 
menjadi kewcnangan dan tanggung jawab Pemerintah· Daerah, !llaka untuk memberikan 
dasar hukum,.iya pcrlu diah:.r clan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

ll. PENJELASAN P ASAL DE:MI P ASAL. 

Pasal 1 
Pasru. 2 
Pasal 3 
Pasal 4 
Pasal :5 
Pasal 6 
Pasal 7 
Pasal 8 ayat (1) 

ayat(2) 
Pasal 9 
Pasal 10 
Pasal 11 ayat (1) 

ayat(2) 

Pasal 12 ayat (1) 
ayat (2) 

ayat (3) 
Pasal 13 
Pasal J 4 ayat (1) 

ayat (2) 

Pasal 15 
Pasal 16 
Pasal 17 
Pasal 18 
Pasal 19 
Pasal 20 
Pasal '21 

ayat(3) 
ayat (4) 

cu!rup jelas 
cukupjelas 
cukup jelas 
cu.kup jelas 
cukup jclas 
Cli.l.'llp jclas 
cu.kup jelas 
Yang di.maksud masyarakat a<lalah subyek Retribusi 
cu.lru.pjelas 
cu.kup jelas 
cukupjelas 
cu.laip ,ielas 
yaug dimaksud dokumen Iain yang dipersamakan berupa Su.rat 
Kctetapan Sementara 
cukupjelas 
yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan berupa Surat 
Ketetapan Sementara 
cukup je?as 
cu.kup jelas 
wkupjelas 

. yang diinaksud dokumen lain yang dipersamakan berupa Su.rat 
Ketetapan Semtntara 
cu.kup jelas 
cukup jelas 
ctt.kup jclas 
cukupjdas 
cukupjelas 
cukupjelas 
cukupjelas 
cukupjelas 
cukup jel.as 



Pasal 22 : Cukup jelas 

\ 


